Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi

kehidupan  masyarakat dalam  menunjang  kegiatan
pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan
bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan
berwawasan lingkungan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang
pengelolaannya didasarkan atas azas fungsi sosial, nilai
ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian,
keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi
serta akuntabilitas, dan teknis pengelolaannya berlandaskan
pada wilayah cekungan air tanah yang bersifat lintas
Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang
Pengelolaan Air Tanah.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4156);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4161);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor
4, Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002
tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 79, Seri E);



18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2003 Nomor 20, Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pengembangan Pemanfaatan Air (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2003 Nomor 21, Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 22, Seri
E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2003
tentang Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2002-2022 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2003 Nomor 36, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Banten;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Gubernur adalah Gubernur Banten;
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten;

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah;
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Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah
permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air;

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;

Daerah Imbuhan Air Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan
yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air
tanah;

Daerah Lepasan Air Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana
proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air
tanah;

Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk
memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara
penurapan;

Pola Pengelolaan Air Tanah adalah kerangka dasar dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi,
Konservasi, dan pendayagunaan Air Tanah;

Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan
pendayagunaan air tanah;

Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan air untuk berbagai keperluan;

Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan
lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut,
melalui survey geofisika dan pengeboran eksplorasi air tanah;

Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan,
kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan /
atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik waktu sekarang
maupun yang akan dating. Pengelolaan air tanah untuk menjamin
pemanfaatannya secara  bijaksana dan menjamin kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;

Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan
lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan;

Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah
terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah;

Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar
tersedia sesuai fungsinya;

Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan
menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar
fungsinya kembali seperti semula;

Pengendalian pencemaran Air Tanah adalah wupaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar
sesuai dengan baku mutu air;
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Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan
lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau
kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula;

Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan,
pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah;

Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan
penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna;

Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan
dan penggunaan air tanah;

Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya
air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang
sesuai;

Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk
berbagai keperluan;

Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air
tanah sesuai dengan daya dukungnya;

Pengendalian pengambilan Air tanah adalah segala usaha yang mencakup
kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan
kuantitas dan kualitasnya;

Pengawasan Air Tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi
dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk tujuan
komersial;

Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk
melakukan kegiatan dibidang air tanah;

Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus
atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan
oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah;

Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau
kualitas air tanah pada akuifer tertentu;

Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan
air tanah;

Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis
maupun manual;

Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan
air ke dalam tanah pasa akuifer tertentu;

Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat dengan diameter tertentu untuk
memasukan air ke dalam tanah dengan tujuan memulihkan kondisi air lapisan
akuifer tertentu;



